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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Oaerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lemb~ran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,•
Tambahkn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Repu!?lik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

..

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pengelolaan tertib administrasi
keuangan daerah, maka sistem dan mekanisme penyaluran dan
pertanggung jawaban dana yang bersumber dari APBD Provinsi dan

APBO Kabupaten/Kota, perlu disesualkan menurut ketentuan

peraturan perundanq-undanqan yang berlaku ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Perubahan atas Peraturan Oaerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera

Salatan;

o'

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Oaerah Nomor 3

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di
Provinsi Sumatera Selatan, dana program sekolah gratis yang
bersumber dari APBO Provinsi disalurkan oleh Tim Manajemen
Program Sekolah Gratis Tingkat Provinsi langsung ke rekening
sekolah/madrasah penerima;

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS

01 PROVINSI SUMATERA SELATAN

TENTANG

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2011



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebaqalrnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan L.embaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-UndEmg Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan CembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4496);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan

Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4769);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaqian

Urusan .Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri
E) diubah sebagai berikut :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN
PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

dan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan
Buta Aksara:

16.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36/U/1995
tentang Pelaksanaan Pendidikan Wajib BelaJarPendidikan Dasar ;

17.Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama
Nomor 1/U/KB12000 dan Nomor MAl86/2000 tentang Pondok
Pesantren Salafiyah sebagai Pola Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;

18.Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U12002
tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

19.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

•
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LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2011 NOMOR 10 SERr E

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

TERA SELATAN,

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 7 Nopember 2011

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 2 Nopomber 2011

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Daerah inl mula! berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

(1) Dana Program Sekolah Gratis yang bersumber dari APBD Provinsi

disalurkan_langsung ke rekening sekolah oleh Pemerintah Provinsi
untuk sekolah swasta, madrasah negerilswasta, sedangkan untuk
sekolah negeri non madrasah dananya ditransfer ke kas daerah
Kabupaten/Kota masing-masing.

(2) Dana Program Sekolah Gratis yang bersumber dari APBD
Kabupaten/Kota disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada

masing-masing sekolah baik negeri maupun swasta dan madrasah

negeri maupun swasta.

Pasal11

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN, 

 
dto 

 
 YUSRI EFFENDI 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

dto 
 
 

H. ALEX NURDIN 

 


